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statistik deskriptif. Data Sensus Pertanian 2013 (jumlah sampel 138.865 responden) dan data hasil survey
tahun 2023 di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Indramayu (100 responden) digunakan untuk menjawab
hipotesis penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan korporasi pembudidaya tambak dapat dibentuk pada
beberapa lokasi di provinsi tertentu, dengan lima komponen korporasi walaupun belum berperan. Model generik
korporasi pembudidaya tambak tersebut, menjadi basis untuk membangun bisnis on farm—off farm korporasi dengan
memfungsikan lima komponen korporasi pembudidaya tambak melalui prinsip konsolidasi, kolaborasi dan integrasi.
Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah relevansi pemahaman bahwa: (i) identifikasi dan pemetaan sebaran
petambak dan luas kawasan pertambakan harus ditempatkan sebagai langkah paling awal dalam pengembangan
korporasi pada sektor kelautan dan perikanan, (ii) petambak mutlak harus diorganisasikan dalam Gapokkan sehingga
dapat mengatasi masalah produksi danpasar, dan (iii) komponen-komponen korporasi dari model generik merupakan

hal yang vital di dalam upaya membangun korporasi pada satu kawasan pertambakan.

Kata Kunci: model korporasi; kawasan pertambakan; komponen korporasi; bisnis

ABSTRACT

This research is motivated by the slow formation of corporations in brackish water areas in Indonesia. The aims of the
study were: (i) Mapping the diversity of pond control over various islands and provinces about corporate development;
(ii) identifying the role of the institutional components of the aquaculture corporation; (iii) developing a strategy for
developing pond corporation institutions in Indonesia, on the generic model of corporation farmers for pond areas with
a minimum area of 100 hectares. The methodology of the study is a quantitative approach using descriptive statistical
analysis. The answer research bypothesis used Agricultural Census data for 2013 (sample of 138,865 respondents) and
survey data for 2023 in Brebes and Indramayu Regencies (100 respondents). The study bighlights that pond cultivator
corporations can be formed in several locations in certain provinces, with five corporate components, even though they
have not played a role yet. The generic model of the pond cultivator corporation is the basis for building a corporate on
farm — off farm business by functioning the five components of the pond cultivator corporation through the principles of
consolidation, collaboration and integration. The policy implications of the results of this study are the relevance of the
understanding that: (i) identification and mapping of the distribution of farmers and the area of brackish water must
be placed as the earliest step in corporate development in the Maritime and Fisheries Sector, (ii) absolute farmers must
be organized into Gapokkan so that they can overcome production and market issues, and (iii) the corporate components
of the generic model are vital in the effort to build a corporation in a brackish water area.

Keywords: corporate model; brackishwater area; corporate component; business
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PENDAHULUAN

Pembentukan kelembagaan korporasi petani/
nelayan termasuk pembudidaya perikanan di
Indonesia sering menghadapi kendala. Permasalahan
ini menghambat realisasi implementasi Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Perpres
RI No. 18/2020). Perpres tersebut mengamanatkan
pembentukan 350  korporasi  petani/nelayan
termasuk pembudidaya perikanan, sebagai major
project yang ditargetkan terlaksana pada tahun
2024. Laporan menyebutkan bahwa realisasi
target tersebut masih sangat rendah (Kemenko
Perekonomian, 2022, KSP, 2022 & Global News,
2021), terutama karena ketiadaan strategi yang
efektif untuk mewujudkannya (Nugroho, 2021).

Sampai dengan tahun 2022, di antara
korporasi pada sektor kelautan dan perikanan
(KP) yang telah terbentuk kelembagaannya adalah
korporasi yang diinisiasi melalui Koperasi Mino
Saroyo di Cilacap dan Koperasi Mitra Mina
Mandiri di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur
(Biro Perencanaan, 2022). Koperasi Mino Saroyo
membangun korporasi nelayan di Cilacap dan
Koperasi Mitra Mina Mandiri mendirikan korporasi
pembudidaya ikan di OKU Timur. Untuk tahun
2023, direncanakan pembentukan korporasi di
5 lokasi nelayan dan 10 lokasi pembudidaya.
Namun demikian, hingga saat yang dijadwalkan,
pembentukan kelembagaan korporasi pembudidaya
ikan dan udang pada kawasan pertambakan belum
dapat terlaksana (Biro Perencanan KKP, 2023).
Penyebab utama kasus ini adalah ketiadaan strategi
untuk konsolidasi tambak dan penyatuan unit-unit
kegiatan usaha (bisnis) pertambakan. Konsolidasi
dalam konteks ini merupakan aspek sangat krusial
mengingat tingginya keragaman penguasaan luasan
tambak oleh pembudidaya di setiap lokasi (pulau
atau provinsi), serta belum kuatnya terintegrasi
bisnis on-farm dan off-farm.

Pada usaha pertambakan, konsolidasi
umumnya terfokus pada kegiatan on farm, terutama
melalui upaya-upaya untuk menghimpun para
pelaku usaha dalam Kelompok Pembudidaya Ikan
yang disebut Pokdakan (Puspita & Sunartomo,
2019). Salah satu permasalahan yang ditemukan
dalam  konsolidasi pokdakan tersebut adalah
pendekatan yang diterapkan tidak cukup efektif
untuk membangun posisi tawar petambak di dalam
pasar input dan pasar output (off taker) seperti pada
usaha perternakan dan pertanian pada umumnya
(Koppenberg & Hirsch, 2021). Faktor utama
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penyebab permasalahan ini adalah terlalu sedikitnya
jumlah anggota dari masing-masing pokdakan.
Idealnya konsolidasi usaha bisnis tambak dilakukan
dengan menghimpun pokdakan-pokdakan yang
masing-masing memiliki anggota 10 sampai 20
petambak. Dengan jumlah keanggotaan yang cukup
besar, penguatan bisnis on farm dan bisnis off farm
dapat terjadi.

Pokdakan dengan jumlah anggota yang
memadai berpeluang untuk merealisasikan target-
target atau tujuan pembentukan  pokdakan
sebagaimana  dimaksudkan pada saat awal
pengembangan konsep pokdakan. Pada awalnya,
konsep pokdakan diaplikasikan dalam upaya
peningkatan produksi ikan bandeng (Schuster
1952; Rabanal 1988; Purwanti, 2017 & Widodo,
2003), perluasan usaha udang windu dan bandeng
dengan teknologi tradisional (Rimmer ez al., 2012).
Pada saat itu, konsep dikembangkan terutama
untuk tujuan menopang ekonomi rumah tangga
(Susilo ez al., 2021 & Masyitoh, 2017) dan memacu
ekspor non migas (Booth & McCawley, 1981).
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak
semua tujuan tersebut dapat terelisasikan karena
sejumlah aspek detil yang tidak tertangani dengan
baik. Sebagai contoh, banyak pokdakan yang
kurang efektif dalam menangani masalah penyakit
(Rimmer et al., 2012), menjaga kualitas lingkungan
tambak (Bahri ez al., 2014; Zulham, 2022), mengatasi
masalah pemasaran hasil panen petambak ke pasar
modern (Markelova et al., 2009 & Valentinov, 2007).

Terkait upaya pengamanan target-target
Perpres RI No. 18/2020, berbagai hal sebagaimana
diuraikan di atas menyiratkan pentingnya strategi
untuk  membangun  kelembagaan  korporasi
yang kuat/efektif. Melalui langkah tersebut,
diharapkan pembudidaya udang dan ikan pada
kawasan pertambakan, yang tergabung dalam
berbagai pokdakan, akan mampu melakukan
konsolidasi tambak (kolam). Selanjutnya, melalui
konsolidasi yang baik, integrasi kegiatan on-farm
dan off-farm dapat berlangsung dengan efektif dan
efisiensi, sehingga produktivitas, dan pendapatan
usaha meningkat, dan ketersediaan pangan pun
terjamin (Saptana et al, 2019). Ini terjadi karena
konsolidasi melalui korporasi ~memungkinkan
tertanganinya berbagai permasalahan umum pada
usaha pertambakan, termasuk penurunan kualitas
lingkungan serta akses petambak ke sistem rantai

pasok pasar domestik dan global.

Berdasarkan paparan di atas, kajian ini
bertujuan untuk: (1) melakukan pemetaan
keragaman penguasaan luasan tambak di berbagai
pulau dan provinsi dalam kaitannya dengan



Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

http://ejournal-balitbang. kkp.go.id/index. php/jkse

pengembangan korporasi; 2) mengidentifikasi peran
komponen kelembagaan korporasi pertambakan;
3) menyusun strategi pengembangan kelembagaan
korporasi tambak di Indonesia. Hasil dari kajian
ini diharapkan dapat menjadi landasan atau acuan
dalam  pengoperasian  kelembagaan  korporasi
pertambakan ikan dan udang di Indonesia. Data
yang digunakan untuk kajian ini adalah data Sensus
Pertanian 2013, dengan sampel responden tingkat
desa (jumlah petambak yang menjadi sampel
138.865 responden). Data tersebut dilengkapi pula
dengan survei lapangan pada bulan Maret 2023
yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes (Jawa
Tengah) dan Indramayu (Jawa Barat), dengan
menyertakan sampel yang diambil dari 100 orang
responden. Data-data tersebut kemudian dinalisis
menggunakan pendekatan statistik  deskriptif
(Susilowati, 2019 & Nicholas, 1999).

KERAGAMAN  PENGUASAAN
TAMBAK DAN KONSOLIDASI
MENDUKUNG KORPORASI

LUASAN
DALAM

Salah satu aspek penting dalam pembentukan
kelembagaan korporasi pada kawasan pertambakan
di Indonesia adalah keragaman penguasaan lahan
oleh petambak. Sebaran luas tambak, petambak,
dan tingkat penguasaan lahannya merupakan dasar
yang penting untuk memutuskan pembentukan
kelembagaan korporasi pada pulau atau provinsi
yang memiliki jumlah petambak yang banyak
dan kawasan dengan areal lahan tambak yang
luas (Tabel 1 dan Tabel 2). Hal ini, dimaksudkan
agar investasi pembentukan korporasi melalui
konsolidasi  tambak  (kolam) lebih efisien,
serta kolaborasi antar stakeholder dan integrasi
bisnis menjadi lebih efektif (Saptana, 2012).
Dengan korporasi petambak maka perencanaan
infrastruktur tambak seperti jalan, saluran air
tambak, listrik, serta akses ke pasar, dapat
disiapkan  dengan  baik.  Konsolidasi  lahan
tambak dalam korporasi pada skala kawasan, juga
dapat mempercepat adopsi teknologi maupun
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memperbaiki kualitas lingkungan di sekitar tambak
dan menjamin mendapatkan akses terhadap berbagai
sumber pembiayaan.

Pengamatan di lapangan menunjukkan
bahwa di sentra-sentra pertambakan udang,
keragaman penguasaan lahan tambak cukup

tinggi. Sebagai contoh, di Kabupaten Brebes dan
Kabupaten Indramayu pada tahun 2023, kategori
penguasaan bervariasi dari usaha tambak rakyat
dengan status penguasaan hak milik dikelola sendiri
(62,75%-68%), sewa (22% -25,49%), bagi hasil
(2%-5.88%), hingga gadai (5,88%-8%). Luasan
tambak yang dikuasai melalui berbagai kategori
penguasaan tersebut berkisar antara 0,9 hektar-1,4
hektar. Selain dalam hal kategori dan luasan
penguasaan, keragaman juga terjadi dalam hal
sistem usaha dan kemitraannya. Sebagian petambak
menerapkan sistem monokultur (60,78%-64,71%)
sedang sebagian lainnya polikultur (35,29%-
39,22%). Sebagian petambak melakukan operasi
budidaya tambak secara individu, sehingga
konsolidasi tambak untuk membangun kelembagaan
korporasi petambak dalam skala kawasan harus
dilakukan agar berbagai permasalahan relatif
mudah dikendalikan. Permasalahan dimaksud
misalnya adalah ketersediaan input, pemasaran
hasil, pencemaran air dan kerusakan lingkungan
perairan.

Secara nasional, mengacu pada hasil sensus
pertanian 2013, keragaman luas kepemilikan
lahan tambak di berbagai pulau di Indonesia dapat
dilihat pada Tabel 1. Pada tabel ini, tercatat bahwa
40,7% petambak terdapat di Pulau Jawa; 26,1%
petambak terdapat di Sulawesi; 22,3% petambak
terdapat di Pulau Sumatera; 8,4% petambak
terdapat di pulau Kalimantan.

Tabel 1 menunjukkan luas penguasaan tambak
minimum dan maksimum di Indonesia sangat
timpang. Oleh karena itu, korporasi merupakan
strategi untuk konsolidasi bisnis petambak agar
usaha pertambakan tersebut lebih efisien sehingga

Tabel 1. Jumlah Petambak dan Sebaran Tambak menurut Pulau di Indonesia berdasarkan Sensus Pertanian 2013.

Pul Jumlah Petambak L) Standar Lua.s Tambak Iises 'Iia.mba.k Luas Tambak
au @) Luas Tambak Deviasi Minimum Maksimum Total (Hektar)
(Hektar) (Hektar) (Hektar)

Sumatera 31.010 1,54 1,68 0,043 47 47.850,53
Jawa 56.531 1,85 2,21 0,043 50 104.639,80
Bali & Nusa Tenggara 3.327 0,95 1.04 0,045 10 3.149,72
Kalimantan 11.645 6,6 5,83 0,045 42 77.133,29
Sulawesi 36.297 2,27 2,43 0,044 60 82.242,83
Maluku & Papua 55 2,63 1,63 0,2 8 144,45
Total 138.865 2,27 2,98 0,425 60 315.160,00

Sumber: Diolah dari Data Sensus Pertanian, 2013.
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dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan
petambak. Dengan demikian, beberapa korporasi
pembudidaya ikan dan udang perlu segera
dikembangkan pada kawasan tambak terluas
di Indonesia yang terdapat di Pulau Jawa
(104.639,8 H), Sulawesi (82.242,83 H), Kalimantan
(77.133,29.H) dan  Sumatra  (47.850,53.H).
Oleh sebab itu, sebaran petambak dan luas
tambak dijadikan indikator dalam menentukan
pembentukan kelembagaan korporasi pertambakan
dengan  mempertimbangkan  rata-rata
penguasaan tambak. Pada pulau-pulau tersebut
diperlukan penguatan kolaborasi antar petambak
dengan stakeholder (mitra). Kolaborasi ini diperlukan
sebagai upaya membangun aksi kolektif petambak
melalui  kelembagaan  korporasi pembudidaya
tambak untuk mengintegrasikan kegiatan on
farm dan off farm, sehingga dapat mencari solusi
terhadap berbagai masalah produksi dan pemasaran
hasil. Kolaborasi tersebut bertujuan juga untuk
mereduksi biaya transaksi di dalam mengakses pasar
(Markelova ez al., 2009) dan meminimalkan biaya
produksi.

luas

Di Pulau Sumatra korporasi petambak
dapat dikembangkan di Provinsi Aceh, Sumatra
Selatan, dan Lampung. Rata-rata penguasaan luas
tambak dan luas penguasaan tambak maksimum
di Lampung (1,25 H dan 10,07 H), di Sumatera
Selatan (2,06 H dan 14 H), serta di Aceh
(1,47 Hektar dan 12 H). Di Jawa Barat (2,26 H
dan 50 H), di Jawa Timur (2,04 H dan 27 H), dan
Jawa Tengah (1,33 H dan 12,25 H), Demikian juga
di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
serta Kalimantan Utara. Provinsi Sulawesi Tengah
dan Sulawesi Selatan memiliki rata-rata penguasaan
tambak dan luas tambak maksimal dengan
keragaman vyang tinggi. Pada provinsi-provinsi

tersebut pengembangan korporasi petambak pada
kenyataannya memiliki peluang terbesar (Tabel 2).

Di Provinsi Aceh dengan rata-rata penguasaan
tambak 1,47 H pengembangan korporasi petambak
melalui konsolidasi lahan dapat dilakukan di
Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur,
Kabupten Pidie, dan Kabupaten Bireuen di Provinsi
Sumatra Selatan dengan rata rata penguasaan
tambak 2,06 H maka konsolidasi tambak untuk
membangun  korporasi petambak dapat  di
kembangkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
sementara di Provinsi Lampung dapat dilakukan di
Kabupaten Lampung Selatan.

Komponen Kelembagaan Korporasi Pembudidaya

Di dalam kepustakaan, sejumlah publikasi
menyebutkan pentingnya kelembagaan yang efektif.
Saptana ez al. (2019), misalnya menyebutkan ada
6 (enam) peran penting kelembagaan, yaitu: (i)
pengembangan budi daya tambak sebagai usaha
yang dikelola oleh korporasi milik pembudidaya;
(b) modernisasi sistem pengelola usaha budi
daya tambak; (c) perancangan strategi, pola, dan
model bisnis usaha pertambakan; (d) pelaksanaan
kolaborasi bisnis dengan pelaku usaha lain di
hulu  maupun hilir; (e) peningkatan kualitas
sumber daya manusia terhadap anggota dan
kepengurusan korporasi; dan (f) peningkatan
pendapatan  dan  kesejahteraan, pembudidaya
tambak. Pembentukan korporasi petambak juga
dilakukan untuk membangun jaringan usaha
antara  kelompok petambak dengan berbagai
komponen yang terkait dengan bisnis tersebut.
Kelembagaan yang disebutkan diatas merupakan
pondasi dalam membangun aturan dan proses yang
diperlukan untuk mencapai tujuan yang disepakati.

Tabel 2. Jumlah Petambak dan Luas Tambak menurut Provinsi Utama yang Dominan Tambak berdasarkan Sensus

Pertanian 2013.
o Jumlah Rata-rata Standar Lua§ Tambak Luas 'I:ambak Luas
Provinsi petambak  Luas Tambak Deviasi Minimum Maksimum Tambak Total

(Orang) (Hektar) (Hektar) (Hektar) (Hektar)
Acch 12.829 1,47 1,60 0,04 12,00 18.829,45
Sumatra Selatan 7.156 2,06 1,93 0,05 14,00 14.760,62
Lampung 9.467 1,25 1,39 0,05 10,07 11.880,64
Jawa Barat 15.462 2,26 2,63 0,04 50,00 34.897,93
Jawa Tengah 22.550 1,33 1,37 0,04 12,25 30.074,27
Jawa Timur 15.814 2,04 2,49 0,04 27,00 32.229,37
Kalimantan Selatan 2.098 4,90 3,91 0,05 28,31 10.280,88
Kalimantan Timur & Utara 8.628 7,24 6,26 0,05 42,00 62.499,14
Sulawesi Tengah 1.466 3,58 3,99 0.05 60,00 5.249,63
Sulawesi Selatan 31.029 2,13 2,30 0,04 18,00 66.244,22

Sumber: Diolah dari Data Sensus Pertanian, 2013.
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Agar aturan tersebut dapat diwujudkan maka
diperlukan pengorganisasian pelaku-pelaku bisnis
yang terkait dengan usaha pertambakan agar tujuan
itu dapat dicapai dengan cara yang terorganisasi dan

efektif.

Lebih lanjut, Reviera ez al (2017) dan
Lichtkoppler ~ (1993)  menyebutkan  bahwa
pengorganisasian  petambak  dalam  korporasi
akan memudahkan penyusunan rencana aksi
kolektif petambak terutama dalam memperkuat
modal sosial dan modal finansial, menentukan
sumber daya manusia yang kompeten untuk
menjalankan  bisnis  korporasi, = memutuskan
solusi permasalahan limbah dan pencemaran,
mengelola air untuk budi daya tambak, serta
mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi
di  dalam  produksi,  serta  pemasaran.
Pengorganisasian petambak dalam korporasi dapat
sidahulukan dengan membangun akses pasar
(off taker), mencari solusi pendanaan usaha melalui
berbagai skema seperti kredit dari perbankan,
pembiayaan melalui crowd funding (Koch et al.,
2015; Rossi & Vismar, 2018), atau modal ventura
(Gompers & Lerner, 2001; Lerner & Tag, 2013).

Jauh dari kondisi ideal sebagaimana disebutkan
dalam sitasi kepustakaan di atas, organisasi atau
kelembagaan petambak saat ini belum memberikan
output-output sebagaimana seharusnya. Salah
satu penyebabnya, sebagaimana dilaporkan oleh
Samian et al. (2015), adalah bahwa organisasi
petambak yang ada pada umumnya merupakan
entitas-entitas bisnis kecil sehingga tidak dapat
berperan secara efektif. Dengan kondisi seperti
itu, berbagai permasalahan termasuk yang terkait
produksi dan pemasaran, lebih banyak diselesaikan
secara individu oleh petambak.

Pengamatan di lapangan dalam riset ini
menunjukkan gambaran pengorganisasian petambak
yang ada dalam Pokdakan dan Poklina (kelompok
pengelola irigasi perikanan). Ketidakefektifan
kelembagaan pokdakan dalam mengadopsi teknologi
yang diintroduksikan oleh pemerintah adalah
salah satu fenomena umum yang menggambarkan
hubungan antara terlalu kecilnya organisasi yang
ada dengan kinerjanya. Kasus kegagalan intervensi
teknologi pada kawasan pertambakan di Aceh
Tamiang dan Aceh Timur adalah contoh umum
dari fenomena tersebut. Teknologi tendon air
yang diintroduksikan hanya diadopsi terbatas
oleh beberapa petambak saja. Kasus serupa terjadi
pada introduksi teknologi IPAL  (Instalasi
Pengolahan Air Limbah) di Brebes. Dalam hal
ini, penyebab kegagalannya adalah biaya yang
dibutuhkan untuk pembuatan IPAL, yang tidak
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dapat ditanggung hanya oleh individu petambak
atau kelompok petambak dalam organisasi yang

kecil.

Kasus-kasus di Aceh Tamiang, Aceh Timur
dan Brebes tersebut di atas ini sebenarnya telah harus
diantisipasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Hansen
et. al., 2011), hanya dengan pengorganisasian dalam
kelompok besarlah pengelolaaan bisnis pertambakan
pada korporasi yang mencakupi kawasan luas dapat
dilakukan dengan baik. Ukuran orgaisasi yang
memadai dalam kelembagaan korporasi ini juga
penting untuk memungkinkan kelayakan finansial
untuk perekrutan tenaga professional. Sebagaimana
disebutkan oleh Halal (2000), kelembagaan korporasi
dalam mengelola bisnis harus menggunakan tenaga
profesional. Tenaga  profesional pada korporasi
tersebut berfungsi mengelola bisnis on farm dan
off farm untuk kepentingan para petambak secara
terintegrasi.

Penelitian ini menemukan adanya beberapa
komponen  yang  mendukung  berfungsinya
kelembagaan korporasi petambak, sebagaimana
terangkum pada Gambar 1. Komponen tersebut
adalah: (i) kelembagaan korporasi pembudidaya
tambak di kawasan pertambakan, yang berperan
membentuk kawasan budi daya tambak dan
berkolaborasi dengan pelaku usaha lain (hilir dan
hulu); (ii) swasta & pengusaha yang berperan
sebagai mitra dengan korporasi pembudidaya
tambak; (iii) penyedia jasa logistik yang berperan
di dalam menyediakan jasa pengemasan dan
distribusi sarana produksi serta hasil produksi;
(iv) lembaga keuangan, sumber pembiayaan, dan
asuransi, yang berperan membangun kemitraan
untuk permodalan maupun jaminan kerugian;
(v) pemerintah yang berperan sebagai regulator,
katalisator, serta fasilitator, dalam mendukung
berfungsinya kelembagaan korporasi pembudidaya
tambak.

Untuk membuat korporasi pembudidaya
tambak menjadi kelembagaan ekonomi yang
berperan  mensejahterakan  petambak  dalam
menopang ekonomi nasional, hal yang dibutuhkan
adalah  penguatan interaksi antar komponen
sebagaimana terangkum pada pada Gambar 1.
Interaksi antar komponen pendukung korporasi,
dimaknai sebagai suatu upaya untuk merestorasi
jiwa gotong royong kelompok pembudidaya
perikanan di dalam bisnis (Endro, 2016). Pendapat
ini menekankan, bahwa usaha budi daya udang dan
ikan di tambak apabila dikonsolidasikan sebagai
sebuah bisnis korporasi dapat bersaing di pasar lokal

dan global.
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Swasta / Pengusaha Korporasi Pembudidaya
Tambak

Lembaga Keuangan ,
Sumber Pembiayaan &

Hulu (distribusi input produksi)

- Menyediakan sarana
pengemasan input produksi
(cool box, styrofoam, plastik,
es balok)

- Menyediakan sarana
pengangkutan input produksi
(pick up, truk, kontainer)

Hilir (distribusi hasil produksi

dan produk olahan)

- Menyediakan sarana
pengemasan hasil produksi
(cool box, styrofoam plastik, es
balok)

- Menyediakan sarana

Berinvestasi &
bermitra

Membentuk
Kawasan Korporasi
Budidaya Tambak

Hulu (penyalur sarana produksi)

- Memasok berbagai sarana
produksi (benih, pakan, obat-
obatan & peralatan)

Hilir (pemasar dan pengolah hasil

produksi)

- Menampung dan membeli hasil
produksi.

- Memanfaatkan infrastruktur
pasca produksi.

- Memasarkan hasil produksi

- Menghasilkan produk yang
meningkatkan nilai tambah dari
kawasan budidaya perikanan di
desa inovasi

On Farm:

- Mengelola kawasan
budidaya perikanan

- Perencanaan,
pelaksanaan dan
monitoring & evaluasi
kegiatan produksi

- Mengadopsi teknologi
budidaya perikanan

Off Farm:

- Perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi &
monitoring pasokan
sarana produksi.

- Monitoring pemasaran

Asuransi

Membangun kemitraan
untuk permodalan &
kerugian

!

* Menyediakan pinjaman
modal usaha untuk
swasta dan pengusaha

* Menyediakan kredit
usaha rakyat (KUR)
untuk pembudidaya
perikanan.

* Menyediakan tenaga
pendamping
pengawasan
pemanfaatan kredit
usaha rakyat (KUR)

+ Assistensi manajemen
dan pengelolaan
keuangan usaha.

+ Menyediakan jaminan

Regulator, Katalisator,
& Fasilitator

}

- Menyusun perencanaan:
perbaikan infrastruktur
produksi, kebutuhan sarana
produksi dan peralatan,
menentukan teknologi dan
inovasi.

- Fasilitator pengadaan modal,
membangun akses pasar, &
peningkatan kapasistas
sumber daya manusia
kawasan budidaya perikanan
di desa inovasi, kelembagaan.

- Menyusun zonasi
pemanfaatan kawasan
budidaya perikanan di desa
inovasi.

- Menyusun aturan pengelolaan
limbah kawasan budidaya
perikanan di desa inovasi.

pengangkutan hasil produksi
dan produk olahan (pick up,
truk, kontainer)

& distribusi

kerugian melalui - Membangun infrastruktur
asuransi pasca produksi.
- Melakukan monev kinerja

kawasan budidaya perikanan
di desa inovasi

Gambar 1. Komponen Pendukung Korporasi Pembudidaya Tambak.

Mengacu pada pengamatan pada kasus
Kabupaten Brebes dan Kabupaten Indramayu,
penelitian ini menemukan bahwa untuk mendukung
berkembangnya aktivitas ekonomi di kawasan,
komponen-komponen yang ada masih memerlukan
upaya-upaya penguatan integrasinya. Pada dua
lokasi tersebut, konsolidasi diperlukan terutama
pada hubungan antara pelaku usaha pemasok benih
dan pakan sehingga kualitas dan harga benih dan
pakan menjadi lebih stabil. Hal ini perlu dilakukan
karena potensi bisnis korporasi pada lokasi
penelitian belum terintegrasi. Pasokan benih untuk
pembudidaya tambak masih tergantung dengan
jasa pedagang benih (di Kabupaten Brebes 68,78%
dan Kabupaten Indramayu 78%), sehingga harga
dan kualitas benih sangat beragam. Sumber
kebutuhan pakan pembudidaya tambak pada dua
kabupaten tersebut 74,51% diperoleh melalui toko
penjual sarana produksi.

Potensi  bisnis  korporasi ~ Kabupaten
Brebes dan Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada
Tabel 3.

Tabel 3. Potensi Bisnis Korporasi pada Kawasan

Pertambakan.

Potensi Bisnis Korporasi Kag’;%?:n %‘i:ﬂ;;ﬁ
Sumber Benih XX XX

- Pedagang 60.78% 78.00%
- Hatchery 39.22% 22.00%
Sumber Pakan XX XX

- Pabrik pakan 3.92% 7.84%

- Toko sarana produksi 74,51% 74.51%

- Pedagang Desa 21,57% 17.65%

Sumber: Diolah dari survei, 2023.
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Dengan demikian, integrasi on farm dan off
farm dalam skala kawasan (khususnya Kabupaten
Brebes, dan Kabupaten Indramayu) melalui
komponen korporasi pembudidaya tambak mampu:

1. Menjamin ketersediaan benih dan pakan lebih
efektif, serta hasil produksi tambak dapat
langsung sampai ke off taker.

2. Mendorong tumbuhnya industri pengolahan
hasil tambak di kawasan pertambakan dalam
skala ekonomi, sehingga bisa menghasilkan
produk yang bernilai tambah untuk pasar ekspor
dan domestik.

3. Memudahkan pelaksanaan program pelatihan
dan pendampingan bagi petambak untuk
meningkatkan kapabilitas petambak, sehingga
dapat menghasilkan produk yang berkualitas.

4. Mengadopsi teknologi untuk pengelolaan air
tambak, proses produksi, pengolahan hasil, dan
memudahkan distribusi, karena para petambak
telah terorganisasi dalam korporasi.

Pegorganisasian =~ Komponen Korporasi dalam
Model Kelembagaan Korporasi Petambak

Model pada Gambar 2, merupakan
komponen pembentuk korporasi pada Gambar
1, yang dikonstruksi untuk hamparan minimal
100 H. Pada luasan tersebut kegiatan penyediaan
input dan penawaran hasil produksi telah
memenuhi skala ekonomi dan dapat mendorong
tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi. Pada model
tersebut, komponen korporasi pembudidaya terdiri
dari Pokdakan yang tergabung dalam Gabungan
Kelompok Pembudidaya Ikan (Gapokan). Gapokan

tersebut nantinya akan membentuk koperasi primer
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dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta
koperasi sekunder (yang dikelola oleh tenaga
profesional). Peran swasta dan investor dalam entitas
bisnis korporasi ini adalah sebagai pengusaha/
agen sarana produksi dan pemasar/pengolah hasil
perikanan. Penyedia jasa logistik yang mendukung
kegiatan bisnis korporasi di dalam mendapat
input dan mendistribusikan hasil produksi. Peran
lembaga keuangan menjadi sangat sentral sebagai
sumber pembiayaan dan asuransi yang mendukung
pembiayaan bisnis korporasi dan kerugian bisnis
korporasi. Kehadiran pemerintah sebagai integrator,
memiliki peran yang penting dalam berperan sebagai
pendorong berfungsinya korporasi pembudidaya di

kawasan pertambakan.

Model korporasi pembudidaya tambak pada
Gambar 2, dikembangkan dengan strategi prinsip
konsolidasi, kolaborasi, dan integrasi. Konsolidasi
merupakan prinsip menghimpun aset petambak
(kolam ataupun tambak) agar aksi kolektif
korporasi dapat: a) memanfaatkan nilai aset menjadi
kekuatan  korporasi bernegosiasi mendapatkan
modal dengan pelaku bisnis lain untuk memperoleh
kredit atau pembiayaan  (crowdfunding  atau
modal ventura); b) mengelola kawasan pertambakan,
sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan
lingkungan (polusi/limbah, hama, serta penyakit)
yang sering menggagalkan produksi, dan kontrak
penjualan; ¢) mendorong diperolehnya sertifikasi
kawasan pertambakan (menjadi kawasan tambak
organik) yang sesuai dengan persyaratan pasar dalam
meningkatkan nilai tambah kawasan dan manfaat
diperoleh petambak (Kaganzi et al., 2009).

= Terletak di dalam kawasan desa
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Kolaborasi merupakan prinsip
mengoptimalkan aset petambak pada satu kawasan
yang telah dihimpun korporasi petambak yang
dikelola oleh profesional, sehingga berperan di dalam
peningkatan produksi hasil tambak dan meningkatkan
nilai tambah. Kolaborasi korporasi petambak dengan
pelaku bisnis lain dilakukan untuk: a) menjamin
keberlangsungan bisnis di kawasan pertambakan
di dalam memperoleh inpur produksi sehingga
dapat meningkatkan pangsa pasar hasil tambak
(Holloway ez al., 2000); b) menjamin kelangsungan
bisnis korporasi dalam mengakses berbagai pasar,
membuka akses pasar baru (Okello et al., 2007),
atau berperan dalam memasok produk khusus
hasil tambak (seperti bandeng atau udang organik)
dengan harga tinggi (Wollni & Zeller, 2007);
¢) mempermudah mendapat sertifikasi kawasan
pertambakan sesuai dengan syarat pasar modern
(Reardon et al., 2009) schingga dapat meningkatkan
posisi tawar korporasi dengan pedagang di pasar
global untuk mendapat harga premium (Roy & Thorat,
2008); d) mempermudah monitor pengelolaan
sumber air tambak, serta mengendalikan konflik di
kawasan pertambakan (Rivera ez al., 2017).

Integrasi merupakan prinsip pengorganisasian
petambak untuk mengoptimalkan aset petambak yang
dihimpun korporasi agar bisnis mereka berkembang
dan berkelanjutan. Integrasi dilakukan melalui:
a) kerjasama dengan kepemilikan unit bisnis di
dalam struktur organisasi korporasi yang berfungsi
mengintegrasikan bisnis tambak di kawasan tersebut;
b) konsolidasi untuk distribusi hasil tambak di dalam
kawasan pertambakan sehingga dapat masuk dalam

= Terletak di luar kawasan desa
= Terletak di dalam dan diluar kawasan desa
= Peran dari lembaga

Pemerintah

= Cakupan Bisnis Korporasi Regulator, Dinamisator,

Fasilitator, & Katalisator

4
l Umpan balik

Lembaga Keuangan,
Sumber Pembiayaan &

gl

Kemitraan, Penyedia & penjamin Modal

o - : I Pengusaha / Agen Karparasi (Koperasi Ewasta /EFenngusalhs B :
emitraan nvestasi Penyalur Sarana PR Sekunder/PT/BUMD) ; Fengo KnmlEraim & Investasi
Praduksi 7y Hasil Praduksi
HEEE J, :
El Penyedia Penyedia Eapu:(ll’(an Eapil’(kan L l
Pakan Benih
@ B upl Eksportir
= Koperasi
% Primer
Penyadia Obat-obatan dan H
sarana produksi lainnya Gavakkan A | TTTTTTTTTTTTTTYC | B Sl
"""""""""" /S z Jasa Kemas & Distribusi
sl bl l : Korporasi Pembudidaya - i
Penyed_ia _Jasa Kawasan Pertambakan
Logistik Logistik

Gambar 2. Model Korporasi pada kawasan Pertambakan.
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sistem rantai pasok di pasar lokal dan global sehingga
mengurangi biaya transaksi (Markelova ez al., 2009;
Trebbin & Hassler, 2012; Valentinov, 2007); ¢) kerja
sama dengan berbagai lembaga keuangan untuk
memperlancar transaksi bisnis petambak sehingga
perekonomian petambak menjadi lebih baik (Bernard
& Spielman, 2009; Francesconi & Heerink, 2011).

Implementasi Kelembagaan Korporasi

Implementasi ~ kelembagaan  korporasi
pada Gambar 2 menjadi cara yang efektif untuk
mengintegrasikan off farm dan on farm agar tujuan
bisnis budi daya tambak pada kawasan pertambakan
tercapai. Integrasi tersebut merupakan strategi
yang dapat dilakukan melalui: 1) identifikasi
tujuan integrasi, agar tujuan bergabung dalam
korporasi jelas dan disepakati oleh semua pelaku
usaha yang terlibat dalam kelembagaan korporasi.
Tujuan itu meliputi aspek finansial, sosial, dan
lingkungan; 2) mengintegrasikan semua stakeholder
dari koperasi, BUMDes, atau perusahaan yang
membentuk kelembagaan korporasi agar integrasi
on farm dan off farm dapat terwujud; 3) pengaturan
tata kelola kelembagaan korporasi, yang terkait
perencanaan anggaran, pengelolaan sumber daya,
dan penetapan kebijakan; 4) identifikasi peluang
bisnis, yang menguntungkan dan dikembangkan
dengan mengintegrasikan kegiatan on farm dan
off farm. Korporasi pembudidaya tambak dapat
menjual produk mereka ke pasar lokal dan global
dengan bantuan perusahaan yang telah memiliki
akses pasar; 5) pemberdayaan pembudidaya, harus
menjadi fokus utama kelembagaan korporasi.
Pembudidaya ikan dan udang harus dilibatkan
dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan
manfaat yang adil dari kegiatan bisnis on-farm dan
off-farm; 6) pembangunan infrastruktur, seperti
jalan, irigasi, dan jaringan listrik perlu dilakukan
untuk mendukung kegiatan on farm dan off farm;
7) pendidikan dan pelatihan perlu diberikan kepada
pembudidaya ikan dan udang untuk meningkatkan
keterampilan dan pengetahuan mereka dalam
agribisnis.

Implementasi kelembagaan korporasi
pada kawasan pertambakan dapat dilihat sebagai
kekuatan bisnis integrasi on farm dan off farm di
dalam membangun kolaborasi petambak. Integrasi
bisnis tersebut memberi beberapa manfaat kepada
petambak seperti: 1) diversifikasi pendapatan,
dengan mengintegrasikan kegiatan on farm dan
off farm, pembudidaya ikan dan udang dapat
mendiversifikasi sumber pendapatan  mereka.
Kondisi ini dapat membantu mengurangi risiko
yang terkait dengan hanya mengandalkan satu
sumber pendapatan; 2) peningkatan profitabilitas:
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mengintegrasikan kegiatan off farm dengan aktivitas
on farm dapat membantu pembudidaya ikan dan
udang untuk meningkatkan profitabilitas bisnis
mereka. Pembudidaya ikan dan udang dapat
menggunakan produk hasil tambak mereka untuk
meningkatkan nilai tambah dan menciptakan
produk baru yang dapat dijual dengan harga lebih
tinggi; 3) pemanfaatan sumber daya yang lebih
baik: dengan mengintegrasikan kegiatan on farm
dan off farm, pembudidaya ikan dan udang dapat
memanfaatkan sumber daya mereka dengan lebih
baik, seperti kolam, tenaga kerja, dan modal. Hal
ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan
produktivitas tambak; 4) Peningkatan akses pasar:
dengan mengintegrasikan kegiatan off farm dengan
kegiatan on farm, pembudidaya ikan dan udang
dapat memperoleh akses ke pasar baru untuk
produk mereka. Sebagai contoh, pembudidaya ikan
dan udang yang memproduksi udang atau bandeng
organik dapat menggunakan outlet tertentu untuk
menjual produknya langsung ke konsumen; 5)
peningkatan kualitas hidup: mengintegrasikan
kegiatan off farm dengan aktivitas on farm dapat
meningkatkan kualitas hidup pembudidaya ikan
dan udang dan keluarganya. Karena pendapatan
off-farm dapat memberikan stabilitas keuangan dan
mengurangi tekanan yang terkait dengan hanya
mengandalkan pendapatan dari pertambakan.

Kolaborasi  petambak  dalam  korporasi
pembudidaya ikan dan udang pada kawasan
pertambakan dapat juga dilihat sebagai upaya:

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat: yang
mendorong partisipasi aktif petambak dalam
Pokdakan berkolaborasi dengan  korporasi,
sehingga membantu membangun kepercayaan
bisnis.

2. Mendorong  pembangunan  berkelanjutan:
dengan korporasi, masyarakat dirancang untuk
mempromosikan pembangunan berkelanjutan,
melalui penerapan cara budi daya yang baik dan
ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya
yang bertanggung jawab, dan perlindungan
habitat alami dan keanekaragaman hayati.

3. Peningkatan peluang ekonomi: korporasi
dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi
masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja
baru, pengembangan pasar baru untuk produk
budi daya, dan peningkatan pendapatan.

4. Berbagi  pengetahuan:  korporasi  dapat
memfasilitasi  pertukaran pengetahuan dan
keahlian antara petambak dan berbagai pihak.
Pertukaran pengetahuan ini, dapat membantu
membangun  kapasitas dan  meningkatkan
keterampilan pembudidaya ikan dan udang
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5. Peningkatan ketahanan pangan: korporasi dapat
membantu meningkatkan ketahanan pangan
dalam masyarakat. Hal ini termasuk produksi
produk ikan dan makanan yang terjangkau dan
bergizi yang dapat dikonsumsi lokal atau dijual
di pasar regional

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan
di atas, implikasi kebijakan yang relevan adalah
perlunya penerapan strategi implementasi korporasi
pada kawasan pertambakan, yang meliputi: (i)
Pembentukan korporasi harus dimulai dengan
identifikasi dan pemetaan sebaran petambak dan
luas kawasan pertambakan. Identifikasi tersebut
menjadi dasar bagi  pemerintah Kementerian
Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah
untuk menyusun kebijakan di dalam penetapan
kawasan korporasi budi daya tambak ikan
dan udang di Indonesia; (ii) Pengorganisasian
petambak yang menjadi kekuatan korporasi harus
diorganisasikan dalam kelompok besar (Gapokan),
agar keberadaan korporasi dapat bermanfaat untuk
mengatasi permasalahan produksi (pencemaran air
dan limbah), penyakit, kualitas serta harga benih
dan pakan, maupun pemasaran hasil produksi;
(i)  Pembentukan  kelembagaan  korporasi
harus memperhatikan secara utuh komponen
pendukung korporasi. Seluruh komponen yang
dijadikan dasar pembentukan korporasi wajib
diimplementasikan ~ dan  diintegrasikan  secara
komprehensif, untuk menjaga tujuan yang
telah direncanakan berjalan sesuai dengan yang
diharapkan; dan (iv) Model korporasi pembudidaya
tambak dalam kajian ini merupakan skema
yang dibangun dengan mengacu komponen
terpilih berdasarkan hasil penelitian pada lokasi
pertambakan terpilih. Model ini pada prinsipnya
harus diaplikasikan melalui konsolidasi, kolaborasi,
dan integrasi, agar dapat memperoleh manfaat
secara optimal.
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